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PUTUSAN
Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Kr

s S

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sukajaya, 25 Desember 1978,
agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan
SD, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, Sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sukajaya, 11 September 1986,
agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan
SD, tempat kediaman XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX
XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX  XXXXXXX

XXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Kr,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2023/PA.Kr

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2000, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXX, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor : 124/39/V1/2000, tertanggal 29 Oktober 2018;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan
atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus
Gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orang tua Pemohon kurang lebih selama 19 (sembilan belas) tahun yang
beralamat di XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX, Kecamatan Balik Bukit,
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah
bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) da sudah di karuniai 2 anak
yang bernama :
a. ANAK 1i, tempat/tanggal lahir Sukajaya, 31 Mei 2001, pendidikan
terakhir SLTP;
b. ANAK 2, tempat/tanggal lahir Sukajaya, 30 Mei 2007, pendidikan
SLTP;
Saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa sejak Februari 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
a. Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon
dan Termohon terjadi pada Februari 2019 dengan sebab Pemohon
mengetahui bahwa Termohon telah memiliki hubungan dengan laki-laki
lain dari pesan singkat di handphone Termohon, Pemohon menanyakan
siapa pria tersebut tetapi Termohon hanya diam, sehingga terjadi
pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pergi dari rumah
meninggalkan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXXX

XXXXXXXX,  XXXXX XXXXXXX,  XXXXXXXXK XXXXX XXXXX,  XXXXXXXXX XXXXXXX
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xxxxX, sedangkan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX,

XXXXX XXXXXXX, XXXXXKXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi,
Pemohon telah berusaha mengupayakan perdamaian termasuk dengan
melibatkan  keluarga Pemohon dan Termohon dalam rangka
menyelamatkan perkawinan, namun tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon
sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu
rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud
dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Krui kiranya
berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang

Pengadilan Agama Krui setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap secara in person ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak
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datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut relaas Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Kr tanggal 06
Desember 2023 dan 13 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan
perubahan pada identitas Pemohon menjadi PEMOHON bukan PEMOHON;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK
XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXX XXxXX, tanggal 30-07-2012, Bukti
fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, telah dinazagelen, kemudian diberi kode
(P.1), diberi tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXX  XXXXX  XxxxX, Kabupaten lampung Barat, Nomor
124/39/V1/2000 tanggal 29 Oktober 2018. Bukti fotokopi surat tersebut
telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
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sesuai, telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal

dan paraf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

XXxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG BARAT, di bawah

sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
tetangga dekat Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah orangtua Pemohon di XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX berpisah ;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
2 (dua) orang anak yang saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama
Pemohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah
menikah pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah
tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi
sejak 5 tahun yang lalu;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar
Pemohon dan Termohon ketika terjadi peristiwa perselingkuhan tersebut
dimana waktu saksi dan masyarakat memergoki Termohon sedang
bersama laki-laki lain dirumah dan juga saksi berusaha
mendamaikannya;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4
tahun lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
Saksi 2, SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXxX, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG BARAT, di bawah

sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
kakak kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah orangtua Pemohon di XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX,
XXXXXKXXK XXXXK XXKXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX berpisah ;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
2 (dua) orang anak yang saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama
Pemohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah
menikah pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah
tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi
sejak 5 tahun yang lalu;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar
Pemohon dan Termohon ketika terjadi peristiwa perselingkuhan tersebut
dimana waktu saksi dan masyarakat memergoki Termohon sedang
bersama laki-laki lain dirumah dan saksi bersama keluarga sudah
berusaha mendamaikannya pada waktu itu;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4
tahun lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;
Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu
hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan
Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,
dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,
permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai
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adalah bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga telah
terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan
selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi
apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii permohonan Pemohon karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta
otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon dan domsili Pemohon,
sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon
dan Termohon sebagai suami isteri dan juga identitas Pemohon dan Termohon,
sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada
halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan
Harmonis, namun sejak kurang lebih 5 tahun lalu mulai ada pertengkaran;
3. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon
ketahuan berselingkuh sehingga menyebabkan keduanya berpisah
sampai saat ini sudah 4 tahun lamanya,;
4, Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun
sejak 5 tahun lalu mulai berselisih dan bertengkar karena Termohon
ketahuan berselingkuh;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan
Termohon berpisah sudah 4 tahun lamanya;
4. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat

mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang

sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan

perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing

pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan

dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (persona standi in
judicio), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan

Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Krui,
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maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66
ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam,
perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Krui;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;
4, Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap
bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt), sehingga
tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah,
warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana
dimaksudkan al Qur’an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud,;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan
ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat
tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk
kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan
Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang
tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk
merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan
kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,
sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga
seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan
kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
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Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah
berlangsung selama 4 tahun lamanya dan Termohon yang pergi meninggalkan
Pemohon serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada
komunikasi, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah
tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan
Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus
menerus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon
sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
#0046# dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa
dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah ar-Rum ayat 21 :

9 0l da> 5 890 Sin oz led] IsiSuud) Lol aSiuasl o o) 15 Of @bl og
09 psa) LY s
Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian
apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih
besar daripada maslahatnya, seperti yang tertera pada kitab Al-Asybah wan
Nazhoir karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya
diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

tlaasll > o sl auwlasll <5
Artinya:
Menolak  kemafsadatan lebih  diutamakan daripada meraih

kemaslahatan.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah
dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup
rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Pemohon telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal
39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan
Pemohon harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Termohon
(TERMOHON) terhadap Pemohon, (PEMOHON);

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan
suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuai
Pasal 149 (1) Rbg. gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Krui adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi
Hukum Islam, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Krui untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal
Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan
Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan
sidang Pengadilan Agama Krui ;

4, Membebankan kepada Pemohon membayar biaya
perkara sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu
rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Krui pada hari Senin
tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir
1445 Hijriah oleh Asep Nurdiansyah, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan
didampingi oleh Dra. Arwani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

Asep Nurdiansyah, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Arwani, S.H.
Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan 'Rp 600.000,00
- PNBP :Rp 30.000,00
- PBT :Rp 200.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 10.000.,00
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Jumlah 'Rp 955.000,00

(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
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